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Yang terhormat, 

1. Koordinator Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara; 

2. Koordinator Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara; 

3. Koordinator Konservasi Mineral dan Batubara; 

4. Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

5. Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara; 

6. Koordinator Inspektur Tambang yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara; 

7. Koordinator Inspektur Tambang Penempatan Provinsi; dan 

8. Inspektur Tambang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya  

di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 

 

SURAT EDARAN 

                                     NOMOR: 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN, 

PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG 

PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 

A. Umum 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM 

nomor 26 Tahun 2018  tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik 

dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang 

melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik 

salah satunya melalui kegiatan inspeksi sehingga diperlukan suatu petunjuk 

teknis perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan 

evaluasi inspeksi tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan 

batubara di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Inspektur 

Tambang di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dalam melaksanakan perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi inspeksi 

tambang di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk 

standardisasi pelaksanaan tugas inspeksi tambang dan/atau tindak lanjut hasil 

inspeksi tambang demi terwujudnya tertib administrasi di lingkungan Direktorat 

Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan inspeksi tambang berkala 

aspek teknik dan lingkungan terhadap badan usaha pertambangan komoditas 

Mineral Logam dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

Kegiatan inspeksi termasuk penyelidikan, dan pengujian selain inspeksi tambang 

berkala aspek teknik dan lingkungan, tetap mengikuti petunjuk teknis yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. 

Ruang lingkup pelaksanaan inspeksi tambang dalam petunjuk teknis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. perencanaan obyek inspeksi, 

2. penyusunan surat pemberitahuan penugasan Kepala Inspektur Tambang 

tentang pelaksanaan inspeksi tambang, 

3. penyusunan bahan persiapan inspeksi tambang, 

4. pelaksanaan inspeksi tambang, 

5. penyusunan konsep temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi perbaikan, 

6. penyusunan berita acara pelaksanaan inspeksi tambang, 

7. pelaksanaan pertemuan penutup inspeksi tambang, 

8. pendaftaran rekomendasi perbaikan berupa tindakan  pencegahan berupa 

perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk dalam Buku Tambang, 

9. penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang, 

10. penyusunan surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan 

usaha pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang, 

11. pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan, 

dan 

12. penyusunan tindak lanjut atas evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi 

perbaikan inspeksi tambang 

 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik 

dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. 
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E. Pengertian 

1. Berita acara adalah dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat 

tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang yang ditandatangani bersama 

oleh Inspektur Tambang dan Kepala Teknik Tambang. 

2. Buku Tambang adalah buku catatan rekomendasi perbaikan yang memuat 

perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk Inspektur Tambang yang wajib 

ditindaklanjuti oleh Kepala Teknik Tambang serta informasi, tindak lanjut 

rekomendasi, dan pemberitahuan dari Kepala Teknik Tambang tentang 

kegiatan usaha pertambangan. 

3. Inspeksi tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan metode baku 

untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kegiatan usaha 

pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, 

pengujian, pemeriksaan, evaluasi dan analisis data dalam rangka 

pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan dan usaha jasa pertambangan, dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara.  

4. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi tambang. 

5. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex-officio menduduki 

jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan 

pertambangan mineral dan batubara di kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 

6. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah orang yang 

menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan 

pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Inspektur Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang teknis pertambangan, 

konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, 

pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan 

barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di 

wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 

7. Kondisi tidak aman adalah tempat kerja yang berpotensi terjadinya 

kecelakaan, kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan/atau 

kerusakan lingkungan. 

8. Penanggungjawab Operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang 

yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa 

pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung 

jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-

undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. 

9. Rekomendasi perbaikan adalah tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tidak 

terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan 

lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko 

terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan/atau 

kerusakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang. 
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10. Temuan inspeksi adalah kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, 

dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau kondisi tidak aman dan tindakan 

tidak aman yang berisiko terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, 

pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan  berdasarkan hasil 

penilaian Inspektur Tambang, yang dihasilkan dari pengamatan langsung 

pada saat peninjauan lapangan, penyelidikan, pengujian, atau pemeriksaan 

administratif. 

11. Tindakan tidak aman adalah segala tindakan manusia yang berpotensi 

menimbulkan terjadinya kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain, 

pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan. 

  

F. Pokok Materi 

1. Kepala Inspektur Tambang menetapkan rencana inspeksi yang mencakup 

perusahaan, dan jadwal inspeksi dengan memedomani petunjuk teknis ini. 

2. Kepala Inspektur Tambang menetapkan surat penugasan kepada Inspektur 

Tambang sesuai dengan rencana. Surat penugasan inspeksi dibuat sesuai 

format standar dalam pedoman ini.   

3. Surat penugasan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang 

tentang pelaksanaan inspeksi tambang disampaikan kepada Kepala Teknik 

Tambang dengan tembusan kepada direksi badan usaha pertambangan. 

4. Inspektur Tambang sebelum melakukan inspeksi menyusun bahan persiapan 

inspeksi tambang sekurang-kurangnya berupa ringkasan/checklist kegiatan 

aspek teknis dan lingkungan, dokumen perizinan, temuan yang dicatat dalam 

buku tambang hasil inspeksi sebelumnya (sebagaimana pada lampiran) serta 

dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka inspeksi tambang. 

5. Inspektur Tambang mendiskusikan bahan persiapan inspeksi kepada sesama 

inspektur tambang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dengan 

memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari petunjuk teknis ini. 

6. Inspektur Tambang melaksanakan inspeksi tambang meliputi:  

a. pertemuan pembuka untuk melakukan verifikasi tentang: 

1) tindak lanjut rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang; 

2) buku daftar kecelakaan; dan 

3) hasil pemeriksaan administrasi lainnya yang berkaitan dengan aspek 

teknis dan lingkungan. 

b. peninjauan dan verifikasi lapangan serta wawancara. 

c. pembahasan tim inspeksi dalam rangka penyusunan berita acara. 

d. pertemuan penutup dan pendaftaran buku tambang. 

dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.  

7. Inspektur Tambang menyusun temuan dan konsep rekomendasi perbaikan 

berupa peringatan, petunjuk, perintah, dan larangan, dengan berpedoman 

kepada pemenuhan kriteria-kriteria tertentu serta mempertimbangkan prinsip 

komunikasi tertulis yang efektif, efisien, jelas dan tidak multitafsir, dengan 

memedomani petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

petunjuk teknis ini. 
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8. Inspektur Tambang menyusun berita acara pelaksanaan hasil inspeksi 

tambang yang mendokumentasikan seluruh ketidaksesuaian terhadap 

pemenuhan NSPK tertentu dan rekomendasi perbaikan, serta batas waktu 

penyelesaian. 

9. Inspektur Tambang melaksanakan pertemuan penutup dengan Kepala Teknik 

Tambang menjelaskan temuan inspeksi tambang, dan rekomendasi perbaikan 

yang harus ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan dengan 

memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari petunjuk teknis ini. 

10. Inspektur Tambang mendaftarkan rekomendasi perbaikan sesuai hasil 

pertemuan penutup ke dalam Buku Tambang berdasarkan pemenuhan kriteria 

tertentu dengan memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini. 

11. Inspektur Tambang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inspeksi 

tambang kepada Kepala Inspektur Tambang  dengan memedomani petunjuk 

teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk 

teknis ini. 

12. Kepala Inspektur Tambang menetapkan surat tindak lanjut tentang hasil 

pelaksanaan inspeksi tambang kepada badan usaha pertambangan, dengan 

memedomani petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari petunjuk teknis ini.  

13. Inspektur Tambang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas 

tindak lanjut rekomendasi perbaikan oleh badan usaha pertambangan serta 

memastikan rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh             

sesuai dengan petunjuk teknis dan lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari petunjuk teknis ini.  

14. Kepala Inspektur Tambang a.n. Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi 

kepada badan usaha pertambangan yang tidak melaksanakan rekomendasi 

perbaikan hasil inspeksi tambang. 

15. Inspektur Tambang memedomani Tata Naskah Dinas Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan petunjuk teknis ini. 

 

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ 

Kepala Inspektur Tambang, 

 

 

 

 

 

Sunindyo Suryo Herdadi 
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LAMPIRAN I   SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG

NOMOR     : 
TANGGAL  : 

4.E/MB.07/DBT/2024 
2 April 2024

 

 
 

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN, 

PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG 

PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 
 
 

A.  PERENCANAAN OBYEK INSPEKSI 

Ketentuan 

Perencanaan obyek inspeksi disusun dengan memedomani ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

1.  perencanaan dan penjadwalan obyek inspeksi disusun untuk 1 (satu) tahun 

anggaran berjalan serta diuraikan per triwulan, 

2.  inspeksi berkala aspek teknik dan lingkungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam setahun untuk setiap badan usaha pertambangan, 

3.  dalam pelaksanaan inspeksi, dapat dilakukan berdasarkan prioritas dengan 

mempertimbangkan kriteria berikut: 

a.  telah terdaftar dalam basis data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan 

mendapatkan persetujuan RKAB tahun berjalan. 

b.  berstatus   Operasi   Produksi   menjadi   prioritas   dan/atau   berstatus 

Eksplorasi. 

c.   dapat  dilaksanakan  pada  IUP  dan/atau  IUPK,   dengan   pertimbangan  

      adanya  pengaduan   masyarakat   atau   kasus   tertentu   terhadap  IUP     

      tersebut. 

d.  Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan: 

1)  langsung/ kunjungan lapangan; dan 

2) non-lapangan (verifikasi administrasi secara langsung di kantor 

pemerintah/kantor IT), dengan kriteria: status suspensi/penghentian 

sementara; RKAB 0 produksi; dan mendapatkan surat peringatan dari 

KaIT perihal tindak lanjut pembinaan dan pengawasan belum dipenuhi. 

e.  pertimbangan khusus pimpinan. 

untuk penentuan prioritas mengacu pada memiliki nilai prioritas tertinggi sesuai 

nota dinas Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor 

166/MB.07/DBT/2024 Tanggal 13 Februari 2024 hal Pengelolaan Organisasi 

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Tambang Yang 

Ditempatkan di Provinsi. 

 
B.  SURAT    PENUGASAN    KEPALA    INSPEKTUR    TAMBANG    TENTANG 

PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG 

1.  Ketentuan 

Surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  ditujukan kepada KTT dengan tembusan kepada direksi badan usaha 

pertambangan dan Dirjen Minerba 
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b. menginformasikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

1) hal kegiatan inspeksi, 

2) nama Inspektur Tambang beserta jenjang jabatannya dan peran 

(ketua/anggota tim), 

3) pernyataan penugasan inspeksi, 

4) jenis komoditas badan usaha pertambangan, 

5) lokasi badan usaha pertambangan (kabupaten dan provinsi), 

6) tanggal pelaksanaan inspeksi, dan 

7) permintaan data dan informasi sebagai bahan inspeksi. 

c. surat penugasan Kepala Inspektur Tambang disampaikan kepada Kepala 

Teknik Tambang sebelum pelaksanaan inspeksi tambang dengan 

tembusan kepada direksi badan usaha pertambangan dan Dirjen Minerba. 

 

2. Format Penyusunan Surat Penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang 

Pelaksanaan Inspeksi Tambang 

Format penyusunan surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang 

pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana dijelaskan pada 

Lampiran II.A serta dapat disesuaikan dengan obyek inspeksi pada kegiatan 

Badan Usaha.  

 

C. PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG 

1. Ketentuan 

a. Sebelum melaksanakan inspeksi tambang, Inspektur Tambang 

menyiapkan bahan persiapan inspeksi tambang meliputi: 

1) ringkasan kegiatan badan usaha pertambangan berdasarkan: 

a) dokumen studi kelayakan,  

b) dokumen lingkungan hidup,  

c) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),  

d) dokumen dan kajian teknis perencanaan lainnya;  

e) laporan hasil inspeksi sebelumnya, dan 

f) daftar alat pelindung diri dan peralatan inspeksi (alat deteksi, 

pemantauan, dan pengukuran) yang dibutuhkan.  

2) Rencana inspeksi tambang yang menjelaskan rangkaian kegiatan 

inspeksi mulai dari pertemuan pembuka, pelaksanaan, dan pertemuan 

penutup. 

2. Format Penyusunan Bahan Persiapan Inspeksi Tambang 

Format penyusunan bahan persiapan inspeksi tambang adalah sebagaimana 

dijelaskan pada Lampiran II.B. 

 

D.  DISKUSI PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG 

Ketentuan 

Setelah menyusun bahan persiapan inspeksi dan sebelum melaksanakan 

inspeksi, tim inspektur tambang yang akan bertugas mendiskusikan persiapan 

inspeksi dan rencana inspeksi kepada sesama inspektur tambang untuk 

mendapatkan masukan. Bahan diskusi dapat berupa profil perusahaan, informasi 

mengenai temuan sebelumnya, serta informasi lainnya yang diperlukan. Diskusi 
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dapat dilakukan secara formal maupun informal dengan tim inspeksi sebelumnya 

dan/atau dengan sesama inspektur tambang.  

 

E. PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG 

1. Ketentuan 

Pelaksanaan inspeksi tambang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. pertemuan pembuka dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan rencana 

inspeksi tambang guna mewujudkan kesamaan persepsi atas 

pelaksanaan inspeksi tambang. Pertemuan pembukaan juga dapat 

disisipkan permintaan daftar data dan informasi yang belum lengkap atau 

masih dibutuhkan oleh tim Inspektur Tambang untuk disiapkan oleh KTT. 

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh tim inspektur tambang yang bertugas, 

KTT, PJO beserta jajaran, 

b. pemeriksaan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan 

(SMKP), sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen lainnya, 

c. pemeriksaan kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan inspeksi 

sebelumnya dalam Buku Tambang atau berita acara inspeksi tambang,  

d. pemeriksaan buku daftar kecelakaan,  

e. pemeriksaan tata cara baku (SOP), job safety analysis (JSA) dan/atau 

instruksi kerja,  

f. peninjauan lapangan dengan sedapat mungkin mengunjungi seluruh 

obyek kegiatan utama dan penunjang pertambangan. Dalam hal terdapat 

keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksanaan inspeksi tambang, 

dapat dilakukan peninjauan lapangan dengan pendekatan sampel obyek 

kegiatan. Pengambilan sampel obyek kegiatan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut:  

1) jumlah pekerja,  

2) potensi keterawasan (monitorability) oleh pengawas operasional,  

3) tingkat risiko kegiatan,  

4) tingkat risiko dampak ke lingkungan atau masyarakat umum apabila 

terjadi kegagalan, serta 

5) hasil evaluasi kinerja yang belum memadai/standar. 

g. pelaksanaan wawancara terhadap KTT, PJO, serta pihak-pihak relevan 

lainnya dalam rangka pengumpulan data dan informasi, klarifikasi, dan 

konfirmasi.   

2. Format Penyusunan Paparan Pelaksanaan Inspeksi Tambang dalam 

Pertemuan Pembuka  

Format penyusunan paparan pelaksanaan inspeksi tambang dalam 

pertemuan pembuka adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.C. 
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F. PENYUSUNAN KONSEP TEMUAN DAN/ATAU KESESUAIAN DAN 

REKOMENDASI PERBAIKAN  

1. Ketentuan  

Konsep temuan dan/atau kondisi dan rekomendasi perbaikan disusun dengan 

memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Konsep temuan inspeksi harus memenuhi empat unsur keterdapatan hal-

hal sebagai berikut:  

1) faktual atau merupakan fakta berdasarkan kenyataan dan mengandung 

kebenaran, 

2) kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi 

berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang,  

3) kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek 

teknik dan lingkungan, atau 

4) ketidaksesuaian terhadap dokumen teknis dan operasional yang telah 

disetujui dan ditetapkan oleh instansi terkait.  

b. Konsep temuan dan/atau kesesuaian disusun dalam bentuk penyajian 

informasi dan pendokumentasian terhadap lokasi, waktu, dan bukti (dalam 

bentuk foto, video, atau audio). 

c. Konsep temuan inspeksi dilengkapi informasi kondisi tidak terpenuhinya 

norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, atau 

kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi 

berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang, serta rekomendasi 

perbaikan atas temuan. 

d. Konsep kesesuaian menyajikan informasi kesesuaian/terpenuhinya 

norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan 

dengan memberikan rekomendasi untuk mempertahankan atau 

meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi kaidah teknik 

pertambangan yang baik. 

e. Rekomendasi perbaikan dapat berupa tindakan koreksi dan/atau tindakan 

pencegahan berupa larangan, perintah, peringatan, dan/atau petunjuk 

dengan batasan sebagai berikut: 

1) Larangan: menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh badan 

usaha pertambangan dalam rangka memenuhi kaidah teknik 

pertambangan yang baik. 

2) Perintah: menyatakan tindakan yang wajib dilakukan oleh badan usaha 

pertambangan dalam rangka memenuhi kaidah teknik pertambangan 

yang baik. 

3) Peringatan: memberikan teguran pencegahan kepada badan usaha 

pertambangan atas potensi risiko dari kondisi tidak terpenuhinya 

norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek teknik dan lingkungan, 

atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang berisiko tinggi 

berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang, dalam rangka 

memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik. 

4) Petunjuk: memberikan arahan, bimbingan, panduan, rincian, dan 

informasi kepada badan usaha pertambangan dalam rangka memenuhi 

kaidah teknik pertambangan yang baik. 
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f. Penulisan/redaksional konsep temuan dan/atau kesesuaian dan 

rekomendasi perbaikan memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: 

1) bahasa dan gaya penulisan mempertimbangkan pihak eksternal yang 
dapat menjadi pembaca antara lain KTT, PJO, direksi badan usaha 
pertambangan, atau pihak lain dalam rangka penegakan hukum atau 
audit kinerja, Kepala Inspektur Tambang, Direktur Jenderal yang 
membidangi mineral dan batubara serta Menteri yang membidangi 
sektor mineral dan batubara, atau pihak lain dalam rangka penegakan 
hukum atau audit kinerja, 

2) menyebutkan lokasi temuan dan/atau kesesuaian secara jelas, 
3) menghindarkan penggunaan kata-kata yang sulit dipahami atau yang 

tidak perlu, 
4) menghindarkan tafsiran ganda (ambiguitas), 
5) diupayakan dalam bentuk kalimat aktif, serta sedapat mungkin 

memenuhi pola kalimat subyek, predikat, obyek, dan keterangan, 
6) terdapat penekanan-penekanan atas gagasan utama, 
7) Dilarang melakukan perubahan/modifikasi kalimat yang justru 

menimbulkan salah tafsir, 
8) konstruksi kalimat yang runut dan logis, dan 
9) penggunaan tanda baca yang efektif untuk memperjelas penekanan 

temuan dan/atau kondisi dan rekomendasi perbaikan. 
2. Format Contoh Penyusunan Konsep Temuan dan/atau Kondisi serta 

Rekomendasi Perbaikan 

Format contoh penyusunan konsep temuan dan/atau kondisi serta 

rekomendasi perbaikan dapat merujuk kepada Lampiran II.D. 

 

G. PENYUSUNAN BERITA ACARA PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG 

1. Ketentuan: 

Berita acara hasil pelaksanaan inspeksi tambang disusun dengan 

memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. mendokumentasikan: 

1) kondisi kesesuaian dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria 

aspek teknik dan lingkungan, dan 

2) kondisi tidak terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria aspek 

teknik dan lingkungan atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman 

yang berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian Inspektur Tambang. 

b. disusun dengan sistematika dan struktur sebagai berikut: 

1) paragraf pendahuluan, 

2) pertemuan pra-inspeksi, 

3) pelaksanaan inspeksi (administratif dan peninjauan lapangan), 

4) hasil inspeksi (administratif dan peninjauan lapangan), 

5) pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang, dan 

6) paragraf penutup. 

c. mencantumkan data dan informasi sebagai berikut: 

1) judul berita acara yang mendeskripsikan jenis kegiatan, waktu 

pelaksanaan, serta obyek dan lokasi inspeksi, 

2) tanggal penyusunan berita acara, 

3) nama petugas inspeksi tambang beserta jenjang jabatan fungsional 

dan nomor induk pegawai (NIP), 
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4) dasar surat pemberitahuan penugasan Kepala Inspektur Tambang 

tentang pelaksanaan inspeksi tambang, 

5) temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan, 

6) pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang,  

7) paraf tiap lembar berita acara oleh Inspektur Tambang dan KTT, dan 

8) tanda tangan oleh Inspektur Tambang dan KTT beserta cap badan 

usaha pertambangan pada paragraf penutup. 

2. Format Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Tambang 

Format penyusunan berita acara hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah 

sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.E. 

 

H. PELAKSANAAN PERTEMUAN PENUTUP INSPEKSI TAMBANG 

1. Ketentuan: 

Pelaksanaan pertemuan penutup inspeksi tambang memedomani ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. pertemuan penutup inspeksi tambang dihadiri oleh tim Inspektur Tambang 

yang bertugas, KTT dan PJO beserta jajarannya, 

b. konsep temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan 

disampaikan kepada peserta pertemuan penutup,  

c. konsep temuan dan/atau kesesuaian dan rekomendasi perbaikan dibahas 

dengan peserta pertemuan penutup melalui diskusi, klarifikasi, dan 

konfirmasi akhir, dan 

d. temuan dan/atau kesesuaian, rekomendasi perbaikan, dan batas waktu 

penyelesaian rekomendasi perbaikan disepakati oleh KTT. 

2. Format Penyusunan Bahan Pertemuan Penutup Inspeksi Tambang 

Format penyusunan bahan pertemuan inspeksi tambang adalah sebagaimana 

dijelaskan pada Lampiran II.F. 

 

I. PENDAFTARAN REKOMENDASI PERBAIKAN DALAM BUKU TAMBANG 

1. Ketentuan 

Pendaftaran rekomendasi perbaikan berupa tindakan koreksi dan/atau 

tindakan pencegahan memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. rekomendasi perbaikan yang didaftarkan dalam Buku Tambang memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) risiko tinggi untuk keselamatan pekerja dan/atau lingkungan hidup, 

walaupun kondisi tersebut ditemukan dalam jumlah locus yang sedikit, 

2) risiko tidak tinggi dari aspek teknik dan lingkungan, namun kondisi 

tersebut ditemukan dalam jumlah locus yang banyak dan/atau 

berulang,  

3) membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk dilakukan 

perbaikan, 

4) Rekomendasi atas temuan yang menyebabkan potensi kehilangan 

sumber daya dan cadangan, dan 

5) temuan administrasi yang masih sering masuk Buku Tambang seperti 

contoh: kesesuaian RKAB, Kajian teknis, MoU, IUJP, SOP. 

b. Rekomendasi yang dalam pelaksanaan perbaikannya memerlukan peran 

serta pimpinan/manajemen perusahaan, memerlukan pendanaan yang 

besar, dan/atau memerlukan perizinan tertentu dari suatu instansi; 
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c. Rekomendasi atas temuan berupa pelanggaran peraturan perundangan 

yang menjadi persyaratan wajib dalam kegiatan; 

d. rekomendasi perbaikan didaftarkan dalam Buku Tambang bentuk fisik 

(hardcopy) dan/atau sistem informasi digital tertentu, dan 

e. lembar pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang 

ditandatangani oleh Inspektur Tambang yang bertugas. 

2. Format Pendaftaran Rekomendasi Perbaikan dalam Buku Tambang 

Format pendaftaran rekomendasi perbaikan dalam Buku Tambang adalah 

sebagaimana dijelaskan Lampiran II.G. 

 

J. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG  

1. Ketentuan 

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang wajib dibuat 
sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur Tambang kepada Kepala 
Inspektur Tambang atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. 
Laporan hasil inspeksi tambang harus ditujukan kepada Direktur yang 
membidangi teknik dan lingkungan mineral dan batubara selaku Kepala 
Inspektur Tambang dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang 
membidangi urusan mineral dan Batubara selaku pimpinan dari Inspektur 
Tambang. Laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang disusun dengan 
memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. disusun dengan sistematika laporan terdiri dari: Pendahuluan, 

Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Hasil Pelaksanaan Inspeksi, serta 

Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan, dan 

b. melampirkan salinan berita acara dan pendaftaran rekomendasi perbaikan 

dalam Buku Tambang. 

2. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Tambang  

Format laporan hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah sebagaimana 

dijelaskan pada Lampiran II.H. 

 

K. PENYUSUNAN SURAT TINDAK LANJUT KEPALA INSPEKTUR TAMBANG 

KEPADA BADAN USAHA PERTAMBANGAN TENTANG HASIL PELAKSANAAN 

INSPEKSI TAMBANG 

1. Ketentuan 

Surat tindak lanjut disusun dan diusulkan kepada Kepala Inspektur Tambang 
oleh Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas inspeksi tambang 
Penyusunan surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan 

usaha pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang 

memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. ditujukan kepada direksi badan usaha pertambangan dengan tembusan 

KTT, 

b. batang tubuh surat mencantumkan pendaftaran rekomendasi perbaikan 

dalam Buku Tambang beserta dasar hukum dan batas waktu penyelesaian 

rekomendasi perbaikan, dan 

c. melampirkan berita acara pelaksanaan inspeksi tambang. 
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2.  Format Surat Tindak Lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada Badan Usaha 

Pertambangan tentang Hasil Pelaksanaan Inspeksi Tambang 

Format surat tindak lanjut Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha 

pertambangan tentang hasil pelaksanaan inspeksi tambang adalah 

sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.I. 
 

 

L.  PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN REKOMENDASI 

PERBAIKAN 

1.  Ketentuan 

Pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan 

beserta tanggapannya memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. pemantauan dan evaluasi dilakukan berkala sekurang-kurangnya per 

semester terhadap sistem pendokumentasian dan pengarsipan kemajuan 

pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi tambang, 

b.  rekomendasi perbaikan yang didaftarkan dalam Buku Tambang dipantau 

dan dievaluasi penyelesaiannya hingga memadai, 

c.  rekomendasi  perbaikan  yang  tidak  didaftarkan  dalam  Buku  Tambang 

namun  tercantum  dalam  berita  acara  pelaksanaan  inspeksi  tambang 

dipantau dan dievaluasi penyelesaiannya hingga memadai, 

d.  dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT menyampaikan laporan 

kemajuan pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi, maka 

diberikan tanggapan atas hasil evaluasi untuk disampaikan kepada badan 

usaha pertambangan melalui surat Kepala Inspektur Tambang. Tanggapan 

evaluasi maksimal diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila masih belum 

memadai, maka dikenakan teguran kepada badan usaha pertambangan 

melalui surat Kepala Inspektur Tambang. 

e. dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT tidak melaporkan 

kemajuan pelaksanaan hasil inspeksi sesuai batas waktu yang telah 

ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya 

Berita Acara, maka dikenakan teguran kepada badan usaha 

pertambangan melalui surat Kepala Inspektur Tambang.   Surat   teguran   

diberikan   waktu   penyelesaian   maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender 

sejak tanggal surat. 

f. dalam hal badan usaha pertambangan c.q. KTT setelah diberikan teguran 

namun tetap tidak melaporkan kemajuan pelaksanaan rekomendasi 

perbaikan, maka dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis melalui 

surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan pengantar nota dinas 

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur 

Tambang.  Peringatan  tertulis  diberikan  waktu  penyelesaian  maksimal 

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat. 

g.  dalam hal terdapat peningkatan/eskalasi pengenaan sanksi administratif 

dalam kaitannya pelaksanaan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi 

tambang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.  Format Surat Kepala Inspektur Tambang dan Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara kepada Badan Usaha Pertambangan tentang Tanggapan, Teguran, 

dan/atau Sanksi Administratif Peringatan Tertulis dalam kaitannya 

Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan 
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a. Format surat tanggapan Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha 

pertambangan tentang tanggapan atas evaluasi kemajuan pelaksanaan 

rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 

II.J.  

b. Format surat teguran Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha 

pertambangan tentang teguran atas ketidakpatuhan pelaporan 

pelaksanaan rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan 

pada Lampiran II.K.  

c. Format surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada 

badan usaha pertambangan tentang pengenaan sanksi administratif 

peringatan tertulis dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan 

pelaksanaan rekomendasi perbaikan adalah sebagaimana dijelaskan 

pada Lampiran II.L. 
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LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG 
NOMOR : 
TANGGAL : 

 

 

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN, 

PELAPORAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSPEKSI TAMBANG 

PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 

 

A. FORMAT PENYUSUNAN SURAT PENUGASAN KEPALA INSPEKTUR 

TAMBANG TENTANG PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang (1) 
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Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang (2) 
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Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang (3) 

Data dan Bahan yang diminta menyesuaikan obyek yang akan diinspeksi 
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Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang (4) 
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Lampiran surat penugasan Kepala Inspektur Tambang tentang pelaksanaan inspeksi 

tambang (5) 
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B. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lanjutan bahan persiapan inspeksi tambang 
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C. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERSIAPAN INSPEKSI TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lanjutan paparan bahan persiapan inspeksi tambang 
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D. FORMAT CONTOH PENYUSUNAN KONSEP TEMUAN DAN/ATAU KONDISI SERTA REKOMENDASI PERBAIKAN 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 

 

No. Temuan dan/atau Kondisi Rekomendasi Perbaikan Keterangan 

1. Geometri lereng di PIT A dengan tinggi lereng XX 

meter dan kemiringan (slope) XX° tidak sesuai 

dengan rekomendasi geoteknik dalam dokumen 

Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) yang telah 

disetujui, yaitu tinggi lereng XX meter dan 

kemiringan (slope) XX° 

KTT PT A supaya melakukan perbaikan 

geometri lereng pada PIT A dengan 

mengacu kepada rekomendasi geoteknik 

dalam dokumen Studi Kelayakan/Feasibility 

Study (FS) yang telah disetujui, yaitu tinggi 

lereng XX meter dan kemiringan (slope) XX° 

- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya.  

2. Terdapat longsoran material overburden di sisi 

selatan High Wall PIT B. 

KTT PT A supaya melakukan pengamanan 

terhadap radius area yang berdampak 

longsor di sisi selatan High Wall PIT B, 

melakukan back analysis dan melakukan 

perbaikan lereng yang mengalami longsor 

berdasarkan rekomendasi kajian back 

analysis 

- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 

3. Hasil pengukuran pH di titik penaatan Settling 

Pond A tidak memenuhi baku mutu lingkungan, 

yaitu pH = 3 

1. KTT PT A supaya menutup pintu air titik 

penaatan Settling Pond A dan 

selanjutnya melakukan pengelolaan 

kualitas air tambang hingga memenuhi 

baku mutu lingkungan sebelum dilepas 

ke badan perairan umum 

2. Dilarang membuang air tambang ke 

badan perairan umum tanpa dilakukan 

pengelolaan/pengolahan hingga 

memenuhi baku mutu lingkungan 

- Perintah, Larangan, dan Petunjuk atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 

 

4. Terdapat galur erosi dan sedimentasi serta 

pertumbuhan tanaman cover crop tidak merata 

pada area Reklamasi B 

KTT PT A supaya membuat/memperbaiki 

sarana kendali erosi dan sedimentasi serta 

melakukan perapatan atau penyulaman 

tanaman cover crop pada area Reklamasi B 

- Perintah atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 
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No. Temuan dan/atau Kondisi Rekomendasi Perbaikan Keterangan 

5. Ditemukan Perusahaan Jasa Pertambangan 

(PJP) PT B melakukan kegiatan pengangkutan 

menggunakan tongkang yang tidak terdapat 

dalam bidang dan sub bidang IUJP yang dimiliki. 

1. KTT PT A supaya meminta PJP PT B 

untuk mengajukan penambahan bidang 

“pengangkutan” dan sub bidang 

“menggunakan tongkang” dalam IUJP-

nya yang telah dimiliki. 

2. Dilarang kepada PJP untuk melakukan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan 

bidang dan sub bidang IUJP atau izin 

yang diterbitkan instansi yang 

berwenang 

- Perintah, dan Larangan atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 

6. PT B tidak memiliki tata cara baku/SOP 

Pengesahan Penanggungjawab Operasional 

(PJO) dan SOP Evaluasi Kinerja PJO 

KTT PT A segera menyusun, mengesahkan, 

dan mensosialisasikan SOP Pengesahan 

PJO dan SOP Evaluasi Kinerja PJO dengan 

memasukkan parameter penilaian minimal 

meliputi: sertifikat kompetensi, kinerja 

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, 

dan sikap (attitude) dalam bekerja 

- Perintah, dan Petunjuk atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 

7. Hierarki kontrol yang diterapkan untuk penurunan 

nilai risiko kritis untuk pekerjaan dengan bahan 

kimia dalam dokumen IBPR PT A, berupa APD 

akan tetapi menurunkan nilai sangat besar 

KTT PT A supaya melakukan evaluasi 

terhadap penerapan hierarki kontrol untuk 

pekerjaan dengan bahan kimia dalam 

dokumen IBPR. 

- Perintah atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 

8. Terdapat 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) rekomendasi  

perbaikan hasil inspeksi dalam dokumen PICA 

belum ditindaklanjuti dan telah melewati batas 

waktu penyelesaian 

KTT PT A supaya melakukan evaluasi 

dan/atau audit penyebab terlampauinya 

batas waktu penyelesaian rekomendasi 

perbaikan terlewati dan segera 

menyelesaikan seluruh rekomendasi 

perbaikan dalam dokumen PICA. 

- Perintah atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya. 
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No. Temuan dan/atau Kondisi Rekomendasi Perbaikan Keterangan 

9. Semprotan/semburan hidran nomor 1 pada tangki 

timbun BBC kapasitas 300.000 Liter tidak 

menjangkau seluruh bagian tangki timbun BBC 

pada saat dilakukan pengujian 

KTT PT A supaya meningkatkan kapasitas 

pompa hidran pada tangki BBC kapasitas 

300.000 Liter 

- Perintah atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya 

10. Kegiatan perbaikan dan perawatan unit di 

bengkel PJP kontraktor hauling PT B belum 

menerapkan sistem LOTO 

KTT PT A segera menerapkan sistem LOTO 

pada kegiatan perbaikan dan perawatan unit 

di bengkel PT B 

- Perintah atas Temuan 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya 

11. PT A secara berkala tahun 2022 dan 2023 

melakukan audit SMKP yang dilaksanakan oleh 

auditor internal yang telah teregister dan laporan 

hasil audit dikirimkan tepat waktu sesuai periode 

pelaporan   

KTT PT A untuk tetap mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja ketepatan waktu 

pelaporan berkala audit SMKP serta 

mendorong pelaksanaan audit SMKP 

terhadap seluruh kontraktor yang bekerja di 

PT A 

- Perintah atas Kondisi 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya 

12. Fasilitas dan personel tanggap darurat PT A telah 

lengkap, memadai, serta secara rutin melakukan 

simulasi tanggap darurat (drill)  

PT A secara konsisten telah menerapkan 

sistem kesiapsiagaan dan berupaya 

meningkatkannya 

- Perintah atas Kondisi 

- dalam praktik penulisan Buku Tambang, subyek 

(KTT PT A) biasanya sudah dilingkup dalam 

paragraf pendahuluan sehingga dapat tidak 

ditulis secara rinci dalam uraiannya 
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E. FORMAT PENYUSUNAN BERITA ACARA PELAKSANAAN INSPEKSI  

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (1) 
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Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (2) 
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Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (3) 
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Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi (4) 
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F. FORMAT PENYUSUNAN BAHAN PERTEMUAN PENUTUP INSPEKSI 

TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- 35 - 

 

 
G. FORMAT PENDAFTARAN REKOMENDASI PERBAIKAN DALAM BUKU 

TAMBANG  

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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H. FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI 

TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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I. SURAT TINDAK LANJUT KEPALA INSPEKTUR TAMBANG KEPADA BADAN 

USAHA PERTAMBANGAN TENTANG HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI 

TAMBANG 

File digital dapat diunduh pada tautan:  https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 



- 38 - 

 

J. FORMAT SURAT TANGGAPAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG TENTANG 

TANGGAPAN ATAS EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN REKOMENDASI 

PERBAIKAN (3 kali tanggapan berikutnya TEGURAN) 

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT  

memadai/belum memadai dipilih sesuai hasil evaluasi diubah di batang tubuh 

 

 
Yang “memadai” di paragraf kedua:  

Selanjutnya PT XXXX dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan 

agar tetap menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai 

ketentuan yang berlaku 
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Lanjutan berita acara pelaksanaan inspeksi 
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K. FORMAT SURAT TEGURAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG TENTANG 

TEGURAN ATAS KETIDAKPATUHAN PELAPORAN PELAKSANAAN 

REKOMENDASI PERBAIKAN  

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lampiran surat teguran Kepala Inspektur Tambang tentang ketidakpatuhan 

pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan 
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L. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS DIREKTUR JENDERAL MINERAL 

DAN BATUBARA KEPADA BADAN USAHA PERTAMBANGAN TENTANG 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN TERTULIS DALAM 

KAITANNYA KETIDAKPATUHAN PELAPORAN PELAKSANAAN 

REKOMENDASI PERBAIKAN  

File digital dapat diunduh pada tautan: https://bit.ly/lampiranjuknisP5EIT 
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Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang 

pengenaan sanksi administratif peringatan pertama dalam kaitannya ketidakpatuhan 

pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan  
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Surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang pengenaan sanksi 

administratif peringatan kedua dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan 

pelaksanaan rekomendasi perbaikan 
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Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang 

pengenaan sanksi administratif peringatan kedua dalam kaitannya ketidakpatuhan 

pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan 
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Surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang pengenaan sanksi 

administratif peringatan ketiga dalam kaitannya ketidakpatuhan pelaporan 

pelaksanaan rekomendasi perbaikan 
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Lanjutan surat peringatan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang 

pengenaan sanksi administratif peringatan ketiga dalam kaitannya ketidakpatuhan 

pelaporan pelaksanaan rekomendasi perbaikan 
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